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ABSTRACT 
EVIDENCE OF NOTARY REGARDING BANK CREDIT AGREEMENT DEED IN 
ACCORDANCE WITH POSITION SECRET OF NOTARY IN CRIMINAL 
JUDICATURE 
 
Notary in  per forming h is posit ion must  be ab le to  keep the trus t  given by the 
part ies in  the form of  notary posi t ion  secre t  as  set  ou t  in  Law Number 30 Year  2004 
and Law Number 2  Year 2014.  Notary gives his serv ice in  many f ie lds  of  civi l  law,  
includ ing in  banking f ie ld .  Banking ins t i tut ion in  per forming  i t s  business act iv i ty  i s  
also obl iged to  keep i t s  cus tomer secre t  in  the form o f  bank secret ,  as set  out  in  Law 
Number 10 year 1998.  Notary’s posi t ion in  the case o f  giving h is serv ice to  make 
bank credi t  agreement deed does not  se t  c learly  in  Banking Law. Later th is a lso 
causes unclear thing in  l imit ing notary’s responsib il i ty  in  givi ng evidence regard ing 
cred it  agreement deed in  the case tha t  the bank  has been exc luded for the interes t  of  
cr iminal judicature.  
The type of  th is  research i s  normative law research which s tarts from the 
existence o f  haziness regarding no tary posit ion  in  Ba nking Law and i t s  amendment,  
and norm haziness regarding no tary responsibi l i ty  in  giving evidence about credi t  
agreement deed in  criminal judicature.  This  research uses law,  conceptua l ,  and 
his torica l  approach.  The law mater ial  used in  this research i s  pr i mary law mater ial ,  
secondary law materia l ,  and tert iary law materia l .  The law material  col lec t ion  
technique used i s  l i tera ture s tudy.  
The resul t  shows tha t  notary in  giv ing his service to  make bank credi t  agreement 
deed has posit ion as af f i l ia ted party .  I t  br ings consequence tha t  notary  responsible 
to  keep the things se t  as bank secre t .  In  h is  posit ion as witness  in  cr iminal 
judica ture,  notary responsib le and sha ll  to  give  evidence re lated to  the  things se t  in  
the beg inning  or  head o f  the deed  and the th ing s re lated  to  the making process o f  a  
bank credi t  agreement deed to  be able to  be said as authent ic  deed that  has perfec t 
ver i f ica tion au thority ,  but  notary does no t  responsib le in  giv ing  evidence in  
accordance with  the things includ ing bank secret  ca tegory .  
 
Key words:  Notary Evidence ,  Credi t  Agreement Deed,  Notary Posit ion  Secre t ,  
Criminal Jud icature  
 
 
BAB I.  PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Notar is  sebagai  pejabat  yang 
berwenang da lam ranah ranah hukum 
berkewaj iban untuk mendukung 
ke lancaran proses hukum baik secara  
langsung maupun t idak langsung.  Proses 
hukum yang dimaksud  selain proses 
dalam bidang hukum perdata,  khususnya  
hukum pembuatan a kta otentik,  j uga  
proses hukum yang terka it  dengan 
proses perad ilan,  baik peradi lan perda ta  
maupun perad ilan pidana.   
Notar is  memiliki  kewenangan 
membuat  akta o tentik  secara  umum,  
termasuk berwenang untuk membuat 
akta  per janj ian kredi t  bank.  Sebagai  
pihak yang member ikan jasa membuat  
akta o tent ik kepada  bank,  no tar i s  
tunduk pula kepada beberapa ke tentuan 
perundang-undangan tentang perbankan.  
Acta  C omi t a s  (2 0 1 6 )  1  :  6 5  –  7 6  
IS S N :  2 5 0 2 -8 9 6 0  I e - IS SN :  2 5 0 2 -7 57 3  
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Dalam hal  ter jadi  perkara pidana yang 
terka it  dengan akta per janj ian kredi t  
yang d ibuat  o leh notar is ,  maka sesua i  
dengan ketentuan Pasa l   42 Undang-
Undang Nomor 10  Tahun 1998  tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1992  tentang Perbankan 
(se lanjutnya d isebut UU Perbankan -P) ,  
rahasia  bank mengenai  nasabah yang 
bersangkutan dapat  dibuka .  Hal ini  
dapat  berar t i  bahwa notar is  sebagai  
pihak yang membuat akta per janj ian 
kred it  ter sebut dapat  d iminta i  
ke terangannya da lam proses perad ilan 
pidana.  
Notar is  dapat  d ipanggi l  sebagai  
saksi  dalam proses peradi lan pidana  
oleh jaksa,  hakim, maupun pihak -pihak 
lain yang terka it  dengan  proses  
ter sebut ,  dalam hal  d ianggap per lu dan 
terka it  dengan akta yang d ibuatnya .  
Keberadaan  no tar i s  sebagai  saksi  
terka it  dengan jabatannya yang 
berkai tan dengan ranah hukum yang 
waj ib  mendukung proses hukum dalam 
peradi lan,  tentu bukan merupakan suatu 
masalah.  Demikian pula da lam hal  
notar i s  memberikan jasanya kepada  
bank.  Namun no tar is  memil iki  s is i  la in  
dalam kedudukannya sebagai  pejabat  
umum yang memiliki  kewaj iban untuk 
menjaga kerahasiaan is i  akta yang 
dibuatnya  beser ta  ke terangan yang 
diperoleh se lama proses  pembuatan akta  
ter sebut .  
Permasalahan kemudian t imbul 
karena da lam proses peradi lan p idana  
yang dicar i  ada lah kebenaraan mater i i l .  
Hal  ini  menimbulkan konsekuensi  
bahwa  no tar i s  waj ib  member ikan 
kesaksian mengenai  apa yang di l ihat  
dan dike tahui  mengenai  sua tu per ist iwa.  
Dalam hal  ter sebut terkesan bahwa 
seorang no tar is   b isa member itahukan 
is i  akta dan hal -ha l  yang berka itan 
dengan akta tersebut kepada pihak yang 
berkepentingan terhadapnya  da lam 
peradi lan pidana.  Padahal  sesungguhnya  
notar i s  memil iki  ins trumen berupa  
kewaj iban ingkar  dan hak ingkar  yang 
melekat  pada jabatannya,  hanya saja  
pengaturannya masih kabur .   
Notar is  waj ib  merahasiakan is i  akta 
dan keterangan yang d iperoleh selama 
proses pembuatan akta,  kecual i  undang -
undang memer intahkan bahwa notar is  
t idak waj ib  merahasiakan dan 
member ikan keterangan yang diper lukan 
terka it  dengan akta ter sebut .  Baik UUJN 
dan UUJN-P maupun UU Perbankan dan 
perubahannya  pada  dasarnya sejalan 
dalam mengatur  mengenai  kerahasiaan 
ha l -ha l  yang berka itan dengan  keadaan 
keuangan nasabah yang sekaligus juga 
merupakan pihak da lam akta no tar i s .  
Namun pera turan perundang -undangan 
tersebut  belum member ikan pengaturan 
yang je las mengenai  tanggung jawab  
notar is  dalam member ikan kesaksian 
mengenai  akta per janj ian kred it  yang 
dibuatnya  da lam peradilan pidana.  
Dengan melihat  permasalahan -
permasalahan ter sebut  maka Penulis  
terdorong untuk mengangkat  masalah 
ini  ke da lam Peneli t ian Hukum yang 
berjudul  “KESAKSIAN NOTARIS 
MENGENAI AKTA PERJANJIAN 
KREDIT BERKAITAN RAHASIA 
JABATAN NOTARIS DALAM 
PERADILAN PIDANA”.  
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar  be lakang tersebut 
dapat  diambi l  beberapa rumusan 
masalah sebagai  ber ikut :  
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1. Apakah kedudukan notaris dalam membuat 
akta perjanjian kredit adalah merupakan 
pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud 
dalam UU Perbankan dan perubahannya? 
2. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam 
memberi kesaksian mengenai akta perjanjian 
kredit yang dibuatnya dalam peradilan 
pidana? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan penulisan ini dikualifikasikan atas 
tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang 
bersifat khusus, lebih lanjut dijelaskan sebagai 
berikut: 
1.3.1. Tujuan umum 
Tujuan umum penel i t ian ini  ada lah 
untuk mengembangkan i lmu 
pengetahuan hukum, khususnya b idang 
hukum Kenotar ia tan mengenai  kesaksian 
notar i s  mengenai  akta per janj ian kred it  
berkai tan dengan rahasia  jabatan notar i s  
dalam perad ilan pidana.   
1.3.2. Tujuan khusus 
Penulisan ini  ber tujuan khusus 
untuk mengkaj i  dan menganal is i s  lebih 
dalam mengenai  kedudukan notar i s  
dalam membuat akta per janj ian kredi t  
terka it  dengan UU Perbankan da n 
perubahannya  ser ta  untuk mengkaj i  dan 
menganalisi s  mengenai  tanggung jawab 
notar is  dalam member ikan kesaksian 
mengenai  akta per janj ian kred it  yang 
dibuatnya  da lam perad ilan pidana.  
 
1.4. Manfaat Penelitian 
1.4.1. Manfaat teoritis 
Hasil penulisan ini secara teoritis diharapkan 
dapat menambah khazanah pengetahuan di bidang 
Ilmu Hukum khususnya bidang Hukum 
Kenotariatan mengenai kedudukan notaris dalam 
membuat akta perjanjian kredit terkait dengan UU 
Perbankan dan perubahannya serta tanggung 
jawab notaris dalam memberikan kesaksian untuk 
kepentingan peradilan pidana mengenai akta-akta 
yang dibuat antara pihak bank dan nasabahnya. 
1.4.2. Manfaat praktis 
Hasil penulisan ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat kepada para pihak yang 
terkait pembahasan tesis ini. Bagi penulis sendiri 
diharapkan dapat menambah wawasan mengenai 
kedudukan notaris dalam membuat akta 
perjanjian kredit bank serta tanggung jawab 
notaris dalam memberikan kesaksian terkait akta 
tersebut dalam peradilan pidana. Bagi Notaris, 
hasil penulisan ini diharapkan manambah 
pemahaman notaris dalam menjalankan perannya 
sebagai pihak yang memberikan jasa kepada bank 
dan juga pemahaman sebagai saksi untuk 
kepentingan peradilan pidana mengenai akta 
perjanjian kredit bank. Bagi akademisi, Penelitian 
ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi 
dalam mengembangkan ilmu hukum yang 
berkaitan dengan kedudukan notaris dalam UU 
Perbankan dan kesaksian notaris dalam peradilan 
pidana. 
1.5. Landasan Teoritis  
Landasan teor i t i s  merupakan upaya 
untuk mengident i fikasi  teor i - teor i  
hukum,  konsep -konsep hukum,  asas -asas  
hukum,  ser ta  pendapat  sar jana da lam 
rangka mewujudkan kebenaran i lmu 
hukum yang bers i fa t  konsensus yang 
diperoleh dar i   
 
rangkaian upaya penelusuran.
1
 Beberapa 
teor i  hukum, konsep hukum, dan asas  
hukum yang d igunakan dalam peneli t ian 
ini  adalah sebagai  ber ikut :   
1. Asas kepastian hukum 
Kepast ian hukum bukan hanya 
berupa pasa l -pasa l  dalam undang -
                                                          
 
 
1
Program Studi Magister Kenotariatan 
Universitas Udayana, 2013, Buku Pedoman 
Pendidikan Program Studi Magister Kenotariatan 
Universitas Udayana, Denpasar, hal. 58. 
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undang melainkan  juga adanya 
konsis tensi  dalam putusan hakim antara  
putusan hakim yang sa tu dengan 
putusan hakim lainnya  untuk kasus yang 
serupa yang te lah di  putuskan.
2
 
Kepast ian hukum secara  normat i f  adalah 
ke tika suatu pera turan d ibuat  dan 
diundangkan secara pas t i  karena  dapat  
member ikan pengaturan secara jelas dan 
logis.   
2. Teori kewenangan 
Menurut  S.F .   Marbun wewenang 
mengandung ar t i  kemampuan untuk 
melakukan sua tu t indakan hukum publik  
atau secara yur idis ada lah kemampuan 
ber t indak yang diber ikan oleh undang -
undang yang ber laku untuk melakukan 
hubungan-hubungan hukum.
3
 Wewenang 
atau kewenangan merup akan sua tu 
t indakan hukum yang d ia tur  dan 
diber ikan kepada sua tu jabatan 
berdasarkan pera turan perundang -
undangan yang ber laku yang mengatur  
jabatan yang bersangkutan.
4
  
3. Teori pertanggungjawaban 
Teori  per tanggungjawaban 
menje laskan bahwa  seseorang 
ber tanggung jawab secara hukum a tas  
sua tu perbuatan ter tentu atau bahwa dia 
memikul tanggung jawab hukum. Ini   
berar t i  bahwa d ia ber tanggung jawab  
                                                          
2
Peter  Mahmud Marzuki ,  2008,  
Pengantar  I lmu Hukum,  Kencana  
Pranada Media Group,  Jakarta ,  hal .  158.  
(Se lanjutnya d isebut Peter  Mahmud 
Marzuki I ) .  
3
H. Sadjijono, 2011, Bab-bab Pokok 
Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 
hal 57. 
 
4
Habib Adjie, 2011, Hukum Notaris 
Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Cetakan 
Ketiga, Refika Aditama, Bandung, hal. 77. 
atas sua tu sanksi  da lam hal  perbuatan 
yang dilakukan i tu ber tentangan.
5
  
4. Teori perlindungan hukum 
Hukum mengatur  hak dan 
kepent ingan manusia ,  sehingga hukum 
memiliki  otor i tas ter t inggi  untuk 
menentukan kepent ingan manusia yang 
per lu diatur  dan d il indungi.
6
 Fi tzgera ld 
menje laskan bahwa teor i  pel indungan 
hukum bertujuan mengintegrasikan dan 
mengkoordinas ikan berbagai  
kepent ingan dalam masyarakat  karena 
dalam suatu la lu l intas kepentingan,  
per l indungan terhadap kepentingan 
ter tentu hanya dapat  di lakukan   dengan 
cara membatas i  berbagai  kepent ingan d i  
la in p ihak.
7
  
5. Teori kemanfaatan (utilitarianisme theory) 
Menurut  teor i  in i  s ua tu perbuatan 
adalah ba ik j ika membawa manfaa t ,  
ber faedah a tau berguna,  tapi  manfaat  i tu 
harus menyangkut bukan saja  sa tu dua  
orang mela inkan masyarakat  sebagai  
kese luruhan.  Aliran ini  memberikan 
sua tu norma bahwa ba ik buruknya sua tu 
t indakan dinilai  dar i  akibat  perbuatan 
i tu sendir i .  T ingkah laku yang baik 
adalah yang menghasilkan akibat -akibat  
baik sebanyak mungkin d ibandingkan 
dengan akibat -akibat  buruknya .  
1.6. Metode Penelitian 
1.6.1. Jenis penelitian 
Peneli t ian yang di lakukan dalam 
tesis  ini  ada lah peneli t ian hu kum 
normat i f ,  ya i tu  meneli t i  bahan pustaka 
                                                          
5
Hans Kelsen, 2007, (General Theory of 
Law & State), Teori Umum Hukum dan Negara, 
Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu 
Hukum Deskriptif-Empirik, Diterjemahkan oleh 
Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 81. 
(Selanjutnya disebut Hans Kelsen I). 
6
Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum,  Citra 
Aditya Bakti, Bandung, hal. 69. 
7
Ibid, hal. 53. 
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atau data sekunder .
8
 J enis peneli t ian 
normat i f  digunakan dalam penel i t ian ini  
karena  peneli t ian ini  berangkat  dar i  
adanya kekaburan norma mengenai  
kedudukan no tar i s  dalam membuat akta 
per janj ian kred it  terkait  dengan UU 
Perbankan dan perubahannya ,  dan juga  
kekaburan norma yang mengatur  
tanggung jawab notar is  da lam 
member ikan kesaksian mengenai  akta  
per janj ian kred it  terka it  rahasia  rahasia  
jabatan no tar is  dalam peradilan pidana.  
1.6.2. Jenis Pendekatan 
Pendekatan yang diterapkan untuk 
membahas permasalahan dalam tesis ini adalah 
sebagai berikut pendekatan undang-undang 
(statute approach), pendekatan konseptual 
(conceptual approach), dan pendekatan historis 
(historical approach). 
1.6.3. Sumber bahan hukum 
Sumber bahan hukum pokok dari penelitian 
ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum tertier. 
1. Bahan hukum primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan 
hukum yang mengikat.
9
 Dalam penelitian ini 
digunakan bahan hukum primer sebagai berikut: 
- Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPer); 
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP); 
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana; 
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan; 
                                                          
8
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, 
Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan 
Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.13. 
9
Amirrudin dan H. Zainal Asikin, 2008, 
Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, hal. 118. 
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 
tahun 1992 tentang Perbankan; 
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris; 
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 
2. Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder merupakan bahan 
yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer yang berasal dari literatur-literatur, 
buku-buku (text book) yang berkaitan dengan 
hukum pidana dan hukum kenotariatan, dan 
sebagai penunjang didapat dari bahan yang 
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 
primer, seperti hasil karya dari kalangan hukum, 
hasil penelitian, dan seminar. 
3. Bahan hukum tertier 
Bahan hukum ini yang memberikan 
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder, 
contohnya kamus dan ensiklopedia.
10
 
1.6.4. Teknik pengumpulan bahan hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum 
dalam peneli t ian ini  adalah dengan 
melakukan stud i  kepustakaan  ( l ibrary 
research ) .  Teknik ini  d i lakukan dengan 
mengumpulkan bahan-bahan hukum 
yang terka it  dengan permasalahan yang 
akan dibahas  yang kemudian di lakukan 
klasi f ikasi  guna memudahkan pencarian 
dalam meneli t i .  
1.6.5. Teknik analisis bahan hukum 
Teknik ana li sa yang digunakan 
terhadap bahan-bahan hukum yang te lah 
terkumpul ,  d i lakukan dengan langkah -
langkah deskr ipt i f  dan  in terpre tasi .  
Teknik interpre tasi  (penafsiran)  yang 
dipergunakan da lam penel i t ian ini  
adalah interpreta t i f  gramat ika l  ( tata  
                                                          
10
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. 
Cit. , hal.13. 
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bahasa) ,  interpre tasi  eks tenti f ,  dan 
interpretas i  si s tematis  
BAB II  
PEMBAHASAN 
A.  Kedudukan Notaris Dala m 
Membuat Akta  Perjanjian Kredit  
Bank dala m Undang-Undang 
Perbankan 
Notar is  merupakan pejabat  umum 
yang memiliki  wewenang yang 
diber ikan secara  khusus  oleh pera turan 
perundang-undangan untuk keperluan 
dan fungsi  ter tentu.
11
 Wewenang notar is  
sebagai  rekanan bank dalam membuat  
per janj ian kred it  sesua i  dengan UUJN 
maupun UUJN-P antara  lain:  
a. wewenang untuk membuat akta perjanjian 
kredit dan akta-akta lainnya sebagai 
perjanjian tambahan dari perjanjian kredit 
(Pasal 15 ayat (1) UUJN-P); dan 
b. wewenang untuk melegalisasi (pasal 15 ayat 
(2) UUJN-P). 
Selain berwenang membuat akta  
per janj ian kred it ,  no tar i s  j uga 
berwenang membuat akta -akta lainnya  
yang merupakan per janj ian tambahan 
dar i  akta per janj ian kredit .  Akta -akta  
tambahan tersebut merupaka n sa tu 
kesa tuan dengan per janj ian utamanya,  
ya itu per janj ian kredit .  Per janj ian 
tambahan yang dimaksud misalnya  
per janj ian pengikatan jaminan.  
Bentuk per janj ian kredit  send ir i  
adalah bebas,  asa lkan berupa per janj ian 
ter tul i s .  Per janj ian kredit  dapat  berupa  
per janj ian di  bawah tangan maupun 
per janj ian yang d ibuat  d ihadapan 
notar i s .  S i fa t  o tentik  akta yang d ibuat  
oleh atau dihadapan notar i s  member ikan 
per l indungan hukum yang leb ih kuat  
bagi  para pihak.  
                                                          
11
Habib Adjie, 2009, Sanksi Perdata Dan 
Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat 
Publik, PT. Refika Aditama, Bandung, hal 17. 
(Selanjutnya disebut Habib Adjie III). 
Sebagai  akta o tent ik ,  maka  
per janj ian kredi t  yang d ibuat  d i  hadapan 
notar i s  memil iki  kekuatan pembukt ian 
yang sempurna .  Hal  ini  berdasarkan 
pada :  
1 .  kekuatan pembuktian lahir  atau di r i  
(uitwendige bewi jskrach t ) ;  
2 .   kekuatan pembuktian fo rmil  ( formele  
bewijskrach t ) ;  dan  
3 .  kekuatan pembuktian mater i al  
(materiele  bewijskrach t ) .  
Notar is  ber tanggung jawab a tas 
kebenaran,  keakura tan dan ke lengkapan 
dokumen per janj ian kredi t  yang 
dibuatnya .  Notar is  juga ber tanggung 
jawab dalam hal  ter jadi  kebocoran 
rahasia  bank,  ba ik yang dilakukan oleh 
notar i s  maupun pegawai a tau 
karyawannya.  
Pemberian kredi t  da lam perbankan 
pada umumnya di lakukan dengan dua 
per janj ian.  Per janj ian per tama adalah 
per janj ian pokok yang merupakan 
per janj ian yang mendasar i  a tau 
mengakibatkan dibuatnya  per janj ian 
lain
12
.  Per janj ian kedua adalah 
per janj ian accessoir  a tau per janj ian 
tambahan atau per janj ian turutan,  ya i tu 
per janj ian yang dibuat  berdasarkan a tau 
berkai tan dengan per janj ian pokok,  
mengabdi pada per janj ian pokok.  
Per janj ian accesso ir  t imbul karena 
adanya per janj ian pokok yang 
mendasar inya .
13
 Dalam perbankan,  yang 
menjad i  per janj ian pokok adalah 
per janj ian kred it ,  sementara  per janj ian 
tambahannya adalah per janj ian 
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pengika tan jaminan yang t imbul akibat  
adanya per janj ian kred it .  
Sehubungan dengan pengika tan 
jaminan da lam praktik perbankan dapat  
di lakukan dengan cara antara la in:  
1 .  pengika tan jaminan kredit  melalui  
lembaga jaminan;  
2 .  pengika tan jaminan yang t idak 
memenuhi  ke tentuan lembaga 
jaminan; dan  
3 .  pengika tan jaminan kred it  yang 
t idak menggunakan lembaga 
jaminan.  
Pengikatan jaminan kredit  yang 
t idak mela lui  lembaga jaminan misalnya  
dilakukan terhadap objek jaminan yang 
berupa deposi to .  Deposito  adalah 
simpanan yang penar ikannya hanya  
dapat  d i lakukan pada  waktu ter tentu 
berdasarkan per janj ian nasabah 
penyimpan dengan bank.  
Per janj ian kredi t  dengan jami nan 
deposito  ini  j ika d ibuat  da lam bentuk 
akta yang dibuat  dihadapan no tar is ,  
maka pengikatan jaminan ini  juga  
tercantum dalam akta otent ik te rsebut.  
Hal  ini  menunjukkan bahwa notar is  
sebagai  p ihak yang memberikan jasanya  
dalam pembuatan jaminan kred it  t id ak 
hanya  mengetahui mengenai  per janj ian 
kred it  dan ha l -ha l  yang terka it  dengan 
kred it ,  melainkan mengetahui pula  
hubungan bank dengan nasabahnya  
se laku pemilik deposito .  Hal  ter sebut  
berar t i  bahwa keterangan nasabah bank 
se laku nasabah deb itor  juga d ijelas kan 
kepada no tar is  dalam rangka  pembuatan 
akta per janj ian kred it  te rsebut.  
Sebagai  pemberi  jasa kepada bank,  
maka notar i s  termasuk ke da lam p ihak 
teraf i l iasi  da lam UU Perbankan dan 
perubahannya .  Hal ini  diatur  da lam 
ketentuan Pasal  1  angka 22 UU 
Perbankan-P yang menetapkan:  
Pihak Terafi l ias i  adalah:  
a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, 
Direksi atau kuasanya, pejabat, atau 
karyawan bank; 
b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau 
kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, 
khusus bagi bank yang berbentuk hukum 
koperasi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
c. pihak yang memberikan jasanya kepada 
bank, antara lain akuntan publik, penilai, 
konsultan hukum dan konsultan lainnya; 
d. pihak yang menurut perdamaian Bank 
Indonesia turut serta 
mempengaruhipengelolaan bank, antara lain 
pemegang saham dan keluarganya, keluarga 
Komisaris, keluarga pengawas, keluarga 
Direksi. keluarga Pengurus.  
Ketentuan ini  t idak menyebutkan 
secara jelas bahwa profes i  no tar i s  
sebagai  pihak te rafi l ias i .  Namun dengan 
interpretas i  gra matikal  dan ekstenti f  
terhadap ke tentuan ter sebut  dapat  
dis impulkan bahwa notar is  termasuk 
pihak teraf i l iasi .  
Rahasia bank berka itan dengan 
nasabah penyimpan dan juga 
simpanannya ,  sedangkan da lam 
member ikan jasa membuat  akta  
per janj ian kred it ,  maka keduduk an 
nasabah ada lah sebagai  nasabah 
peminjam dan ha l  yang diatur  da lam 
perjanj ian kredi t  adalah mengenai  
pinjaman.  Namun da lam hal  membuat  
akta per janj ian kredit  dengan jaminan 
deposito ,  maka  kedudukan nasabah 
adalah sebagai  nasabah peminjam 
sekaligus sebaga i  nasabah penyimpan.  
Berdasarkan  Pasa l  40  dan penjelasan 
dar i  Pasal  40 aya t  (1)  UU Perbankan -P 
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yaitu  bahwa apabi la  nasabah bank 
adalah nasabah penyimpan yang 
sekaligus  juga  nasabah debi tur ,  bank 
waj ib  tetap merahasiakan keterangan 
tentang nasabah da lam ke dudukannya  
sebagai  nasabah penyimpan.  Dengan 
demikian,  no tar is  yang member ikan 
jasanya kepada bank dalam membuat  
akta per janj ian kredi t  antara bank 
dengan nasabah peminjam yang 
sekaligus merupakan nasabah 
penyimpan dana  waj ib  tetap  
merahasiakan keterangan tentang 
nasabah dalam kedudukannya sebagai  
nasabah penyimpan.   
Notar is  yang member ikan jasanya 
dalam pembuatan akta per janj ian kredi t  
dengan jaminan  deposi to  termasuk 
pihak teraf i l ias i  yang waj ib  menjaga  
rahasia  bank.  Segala ke terangan yang 
diperoleh o leh  no tar is  se lama proses  
pembuatan akta per janj ian kred it  bank,  
terutama yang mengenai  kedudukuan 
nasabah sebagi  penyimpan,  ya i tu 
informasi  mengenai  nasabah dan 
simpanannnya harus di rahasiakan oleh 
notar i s  da lam kedudukannnya  sebagai  
pihak terafi l ias i .  Dalam hal  no tar i s  la lai  
dalam melakukan tugasnya  menjaga  
rahasia  bank,  maka  no tar i s  yang 
bersangkutan dapat  dikenakan sanksi  
sebagaimana dia tur  dalam UU 
Perbankan dan perubahannya yang 
berupa ancaman pidana secara 
akumula ti f .
14
 
B. KESAKSIAN NOTARIS 
MENGENAI AKTA PERJANJIAN 
KREDIT DALAM PERADILAN 
PIDANA 
Akta o tentik yang d ibuat  o leh 
dan/a tau d ihadapan notar i s  ber laku 
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Prenada Media Group, Jakarta, hal. 141. 
sebagai  alat  bukt i  yang dapat  digunakan 
dalam persidangan,  baik perdata 
maupun p idana.  Namun keberadaan akta 
otent ik sebagai  ala t  bukt i  da lam kedua  
sis tem perad ilan tersebut memil iki  ni la i  
pembuktian yang berbeda.  Dalam bidang 
perdata,  yang d icar i  adalah kebenaran 
formal.  Hal  ini  berar t i  bahwa akta  
otent ik yang merupakan produk hukum 
seorang no tar is  memil iki  ni lai  
pembuktian yang sempurna .  
Berbeda halnya  dengan bidang 
hukum p idana yang ber tujuan untuk 
mencar i  kebenaran mater i i l .  Dalam 
rangka menemukan kebenaran mater i i l ,  
maka s is tem pembuktian yang 
digunakan da lam peradilan pidana 
memiliki  kekhususan.  Sistem peradi lan 
pidana d i  Indonesia  menggunakan 
sis tem pembuktian berdasarkan undang -
undang secaara negati f  ( negat ive  
wettel i jk ) .  Dalam sis tem a tau teor i  
pembuktian yang berdasar  undang -
undang secara negati f  in i ,  pemidanaan 
didasarkan kepada  pembukt ian 
berganda,  ya i tu pada peraturan undang -
undang dan pada keyakinan hakim.  
Keyakinan hakim i tu  bersumber  pada 
undang-undang.  
Dengan adanya pr insip  bahwa 
hukuman dapat  di j atuhkan harus 
memenuhi  dua syarat ,  maka  sela in  
pembuktian dapat  d i lakukan dengan 
akta per janj ian kredi t  i tu send ir i ,  
d iper lukan pula alat  bukti  la in yang 
berupa kesaksian dar i  notar i s  yang 
bersangkutan.  Ala t  bukt i  yang sah 
(wett ige  bewi jsmiddelen )  dan keyakinan 
hakim (overtuig ing des rech ters )  adalah 
dua ha l  yang sa l ing terhubung,  ar t inya  
syarat  yang terahir  ter lahir  dar i  syara t  
yang per tama,  sehi ngga d ipero leh 
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keyakinan yang sah.  Hakim t idak hanya  
akan melihat  apa yang terura i  da lam 
akta ter sebut ,  hakim akan mencar i  alat  
bukti  la in  berupa  keterangan saksi  guna  
melihat  kebenaran mater i i l  a tas  
per ist iwa hukum yang ter jadi  agar  
di temukan fakta -fakta hukum di  
pers idangan.  Akta per janj ian kred it  
bank yang merupakan akta otentik,  
memiliki  kebenaran formil  da lam hal  
diajukan sebagai  alat  bukt i  da lam 
peradi lan pidana.  Guna memperkuat  
keyakinan hakim,  maka kesaksian 
notar i s  juga akan sangat  diper lukan 
dalam hal  ter jadi  perkara p idana  yang 
terka it  dengan akta per janj ian kredi t  
bank tersebut.  Hal  ter sebut di lakukan 
dalam rangka  mencari  kebenaran 
mater i i l  yang diper lukan da lam suatu 
peradi lan p idana .  
Kewaj iban untuk menjaga  
kerahasiaan informasi  para pihak 
pembuat akta pada dasarnya  melekat  
dalam jaba tan notar i s .  Secara umum,  
mengenai  rahasia  jaba tan diatur  baik 
dalam KUHP,  KUHPerdata  dan KUHAP.  
Telah menjadi  asas hukum publik bahwa 
seorang pejabat  umum sebelum 
menja lankan jaba tannya dengan sah 
harus ter slebih dahulu mengangkat  
sumpah (diambi l  sumpahnya) .  Se lama 
ha l  te rsebut be lum d ilakukan,  maka  
jabatan i tu t idak bo leh atau t idak dapat  
di jalankan dengan sah.
15
 Salah satu is i  
dalam sumpah tersebut ada lah untuk 
menjaga rahasia  jabatan.  Hal  serupa  
juga dia tur  da lam beberapa pasal  dalam 
UUJN dan perubahannya.  Pelanggaran 
terhadap kewaj iban menjaga  
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Aspek Pertangungjawaban Notaris dalam 
Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, hal. 
251. 
kerahasiaan jaba tan dapat  
mengakibatkan no tar is  dikenakan 
sanksi .  
Beberapa pasal  dalam UUJN dan 
UUJN-P yang menjad i  landasan bagi  
notar i s  untuk menjalankan 
kewaj ibannya  mera hasiakan i s i  dan 
ke terangan se lama proses pembuatan 
akta adalah:  
a. Pasal 4 ayat (2) UUJN tentang sumpah jabatan 
notaris; 
b. Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P; serta 
c. Pasal 54 UUJN-P. 
UUJN dan UUJN -P  juga telah 
member ikan prosedur  khusus sebagai  
upaya  per l indungan  hukum terhadap  
jabatan notar i s  yang di tuangkan da lam 
Pasa l  66 UUJN-P.  Untuk proses  
peradi lan,  penyidik,  penuntut  umum,  
atau hakim dengan persetujuan Majeli s  
Kehormatan berwenang untuk 
mengambi l  fo tocopy minuta  akta dan 
atau surat -sura t  yang dilekatkan pad a  
minuta  akta  atau pro tokol  notar i s  ser ta  
memanggi l  no tar i s  untuk had ir  dalam 
pemeriksaan yang berka itan dengan 
Akta  a tau Protokol Notar is .  Kemudian 
Dewan Kehormatan melaksanakan rapat  
dan hasi l  rapat  ter sebut  dapat  di jadikan 
dasar  untuk menyetujui  atau me nolak 
ha l -ha l  te rsebut.  Sebenarnya  di  luar  
Pasa l  66 UUJN-P ada  ins trumen lain  
berdasarkan UUJN dan perubahannya ,  
ser ta  undang-undnag lainnya yang 
member ikan per l indungan kepada  
notar i s  da lam menjalankan tugas 
kewenangannya.  Pada jabatan notar i s  
te lah melekat  hak ingkar  
(verschoningsrech t )  dan kewaj iban 
ingkar  (verschoningspl icht ) .
16
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Pemberian kesaksian o leh no tar is  
dalam peradi lan pidana,  meskipun 
sangat  diper lukan untuk mendukung 
upaya  mencari  keberanan mater i i l ,  
namun per lu mengingat  pula kepada 
keberadaan no tar i s  i tu sebagai  jabatan 
kepercayaan.  Kaitan dengan UU 
Perbankan dan UU Perbankan -P ter jad i  
dalam hal  no tar i s  menjad i  pihak 
teraf i l iasi  dengan pihak bank.  Dalam 
kedudukan tersebut mungkin saja  ter jadi  
sua tu perkara pidana atau ter indikas i  
sebagai  sua tu  per is t iwa atau perbuatan 
pidana  yang berka itan dengan per janj ian 
kred it .  Sebagai  pihak yang member ikan 
jasa membuat akta per janj ian kredi t ,  
maka no tar is  akan menjadi  bagian yang 
t idak terp isahkan yang  mungkin saja  
dapat  d iminta  keterangannya  da lam 
proses peradi lan.   
Dalam hal  rahasia  bank tersebut 
dikecualikan untuk proses peradi lan 
pidana,  maka ber laku asas Lex Specia li s  
Derogat Leg i  General is .  Art inya  
peraturan yang lebih khusus,  
mengenyampingkan ketentuan yang 
lebih umum.  Dalam hal  ini  UU 
Perbankan dan perubahannya  merupakan 
ke tentuan yang bersi fat  khusus,  
sedangkan UUJN dan perubahannya  
merupakan ketentuan yang bers i fa t  
umum.  Dengan demikian maka  
informasi  dan keterangan yang 
merupakan rahasia  bank dapat  dibuka 
untuk kepentingan peradi lan da lam 
perkara  pidana sesua i  dengan ke tentuan 
Pasa l  42 UU Perbankan -P.  
Notar is  ber tanggung j awab untuk 
member ikan kesaksian dalam proses  
peradi lan pidana,  mengenai  hal -hal  yang 
terura i  dalam awal dan akhir  akta  
                                                                 
Renvoi, Nomor: 4.124 September 2013, hal. 77. 
(Selanjutnya disebut Habib Adjie IV). 
per janj ian kred it .  Namun apabi la  
per tanyaan-per tanyaan haki m d i  luar  
dar i  ha l -ha l  yang te rurai  d i  awal  
maupun akhir  akta per janj ian kredi t ,  
maka no tar is  waj ib  merahasiakannya,  
baik ter tuang da lam akta maupun t idak.  
Dalam hal  ini  notar i s  dapat  
menggunakan hak ingkarnya .  Hak 
ingkar  t idak hanya dapat  diber lakukan 
terhadap keseluruhan kesaksian,  akan 
tetapi  dapat  d igunakan terhadap 
beberapa  per tanyaan te r tentu.
17
 
Notar is  sebagai  p ihak teraf i l ias i  
waj ib  turut  menjaga rahasia  bank,  ha l  
in i  sesua i  dengan Pasa l  40 UU 
Perbankan-P mengatur  bahwa yang 
waj ib  menjaga rahasia  ban k ada lah bank 
dan p ihak teraf i l iasi .  Dengan demikian 
notar i s  sebagai  pihak teraf i l iasi  
d i tentukan hanya  waj ib  menjaga rahasia  
bank,  dan dalam hal  kerahasiaan bank 
tersebut  dikecualikan sesua i  Pasa l  42  
UU Perbankan-P,  maka  yang waj ib  
member ikan informasi  te r sebut  ada lah 
bank.  
Izin dar i  P impinan Bank Indonesia 
yang d iper lukan dalam hal  membuka 
rahasia  bank di tujukan kepada bank 
umum yang bersangkutan karena  secara 
struktura l  Bank Indonesia berada di  a tas 
bank umum. Pimpinan Bank Indonesia  
berwenang untuk memerintahkan atau 
member ikan izin kepada bank umum 
untuk memenuhi ha l -ha l  yang menurut  
Pimpinan Bank Indonesia per lu d ibuka  
demi kepentingan peradilan pidana.  
Namun Surat  iz in Pimpinan Bank 
Indonesia ter sebut t idak dapat  ber laku 
kepada no tar is ,  meskipun kedud ukan 
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notar is  ada lah sebagai  pihak yang 
teraf i l iasi  dengan bank umum.  
Pihak terafi l ias i  adalah pihak yang 
memiliki  hubungan dengan kegiatan dan 
pengelo laan usaha jasa  pelayanan yang 
dilakukan oleh bank.  Pihak teraf i l iasi  
menggabungkan d ir inya pada bank 
tetapi  dengan t idak kehilangan 
ident i tasnya .
18
 Notar is  yang 
menggabungkan dir inya dengan bank 
dalam hal  membuat akta per janj ian 
kred it  t idak kehi langan identi tasnya  
sebagai  pejabat  umum yang tunduk pada 
ke tentuan-ke tentuan jabatannya .  Hal ini  
sangat  seja lan den gan jabatan  notar i s  
yang bersi fat  mandir i .  
BAB III  
PENUTUP 
3.1.  S impulan  
Berdasarkan pada pembahasan 
terhadap top ik penul isan pada tes is  ini  
maka dapat  dis impulkan sebagai  
ber ikut :  
1. Kedudukan notaris dalam memberi jasa 
membuat akta perjanjian kredit bank sampai 
saat ini belum tegas diatur dalam Undang-
Undang Nomor 10 tahun 1998. Namun 
berdasarkan kewenangannya dan dengan 
menggunakan beberapa metode interpretasi 
terhadap pengertian jasa dan konsultan lainnya 
dalam Pasal 1 angka 22 UU Perbankan-P, 
dapat disimpulkan bahwa notaris 
berkedudukan sebagai pihak terafiliasi. Oleh 
karena itu dalam kaitannya dengan pembuatan 
akta perjanjian kredit dengan jaminan berupa 
deposito, maka notaris bertanggung jawab 
untuk menjaga hal-hal yang dirumuskan 
sebagai rahasia bank. 
2. Notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat 
umum dan sebagai pihak terafiliasi menurut 
UU Perbankan dan perubahannya memiliki 
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tanggung jawab terhadap kerahasiaan isi akta 
dan segala keterangan yang diperoleh selama 
proses pembuatan akta, serta bertanggung 
jawab pula terhadap ketentuan rahasia bank. 
Namun demikian, dalam kedudukannya 
sebagai saksi dalam peradilan pidana, notaris 
dituntut untuk dapat dengan bijaksana 
menggunakan hak ingkar yang dimilikinya. 
Notaris bertanggung jawab dan wajib untuk 
memberikan kesaksian terkait dengan hal-hal 
yang tercantum dalam awal atau kepala akta 
dan hal-hal yang terkait dengan proses 
pembuatan sebuah akta perjanjian kredit bank 
untuk dapat dikatakan sebagai suatu akta 
otentik yang memiliki kekuatan pembuktian 
sempurna. Terkait dengan hal-hal yang masuk 
kategori rahasia bank, meskipun UU 
Perbankan-P memberikan pengecualian untuk 
dapat membukanya dalam peradilan pidana, 
namun notaris tidak bertanggung jawab dalam 
memberikan kesaksian mengenai hal tersebut. 
3.2.  Saran  
Adapun saran-saran yang dapat diberikan 
berdasarkan simpulan di atas terhadap kesaksian 
notaris mengenai akta perjanjian kredit bank 
dalam peradilan pidana adalah sebagai berikut: 
1. Agar pemerintah selaku lembaga eksekutif 
dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku 
lembaga legislatif dapat membenahi kembali 
ketentuan dalam UU Perbankan dan UU 
Perbankan-P agar dapat memberikan 
pengaturan yang lebih jelas kepada pihak-
pihak yang memiliki hubungan erat dengan 
dunia perbankan, terlebih lagi dalam 
hubungan tersebut menyangkut pula hal-hal 
fundamental seperti rahasia bank.  
2. Agar hakim dalam peradilan pidana dapat 
memahami kedudukan notaris, baik dalam 
UUJN dan perubahannya serta dalam UU 
Perbankan dan perubahannya, bahwa notaris 
merupakan jabatan yang dipercaya oleh 
masyarakat. Sehingga dalam memeriksa 
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notaris sebagai saksi agar dilakukan dengan 
prosedur yang sesuai, bukan demi kepentingan 
notaris secara pribadi, namun demi 
kepentingan masyarakat yang memberi 
kepercayaan kepadanya dan demi kepentingan 
jabatan notaris secara umum
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